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I’-._'r.t[llr..lll Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 lentang Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan ([ embaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,
lambahan Lembarap NegaraNomor 5]05) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah  Nomor 66 Yahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,
Fambahan Lembarap Negara Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar:
Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan:
Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Daeral; sebagai Daerah Otonom:

. Peraturan Menter; Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

l'eknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014

tentang Pendirian Satyan Pendidikan Anak Usia Dini;

. Keputusan Menter; Pendidikan Nasional Nomor : 060/U2002 tentang

Pedoman Pendirian Sekolah:

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan

Daerah Kabupaten Sumedang;

- Peraturan Daerah Nomor 1] Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 lentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

- Peraturan Bupati Sumedang Nomor | Tahun 2017 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat
Daerah.

Akta Notaris ANNE SRIE ARRY ANNIE,SH. Nomor : 54 'Ial_lggal 7 Jul'i
2006 tentang Akta Pendirian Yayasan BHAKTI PERTIWI.S.K. Menle_nﬁ
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-

1570.HT.0102,TH 2005
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten

Sumedang Nomor : 421.10/Kep.801/Dikbud/2015 Tanggal 07 April 2015
tentang ljin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)

TIPERTIWI AMBIT . o .
?::::I‘i"ermolmnan dari UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Situraja

Nomor 421.2/035/UPT KanDisdik/2019 Tanggal 15 Oktober 2018



PEMERINTAH KABUPATEN SU MEDANG

DINAS PENDIDIKAN

J1. Pendopo legalkalong No. 0] Telp./i

FIRLEN vyl

ax (0261) 206377 Sumedang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SI MEDANG

NOMOR : n.I..'!.Z.-“I\-.-p.rzsr -Disdil/2018
lentang ;

Pemberian I]"in Operasional Kepada TK BHAKTI PERTIWI AMBIT
Dibawah Naungan Yayasan BHAKTI PERTIW] -

Menimbang a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masvarakar ds

|1L‘II|L'|[IH.]||, - = T o

b. bahwa untuk membant meningkatkan  partisipasi masyarnkar  dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, ¥ ayasan BHAKTI PERT [WI  yang
beralamat di Sumedang telah mendirikan TK BHAKTI PERTIWI
AMBIT dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;

- bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan b | dipandang perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang
pemberian Ijin Operasional kepada TK. BHAKTI PERTIWI AMBIT.
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Mengingat Undang-undang Nomaor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomeor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 )
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S038):
Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil MNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesiv Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33587), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5589);
Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3357); J g A |
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasiona
&

Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndunlt:ﬁi-.'! Tahun 2003 \T\éunll.ur_ﬂll.

['ambahan Lembaran Negara Rcmahhh [ndonesia Nomor 44:.th| :.;Jn:;:.un\:n:r;
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan P}ulmj .'.m‘.l : .I\L .l::.“- :
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan I -;mu:mll.;u ILL sl “-L,
Tahun 2005 tentang Standar Nasional lj'.?ﬂ'.!]dllh.f'lzll llrl.:;,tflt,-]-;f, \L.'.:,L-,“--,l
Rt‘pllhiik Indonesia Tahun 20013 Nomaor 43, Tambahan Lembaran Neg

Republik Indonesia Nomor S670);
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